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Pada harl ini, Jum'at tanppnl Dua Bulon Desember tnhun Dua Ribu Dus Pulub Dua (2-12-

2022..) bertempat di Tenggarong, yung bectandn tingan di bawah ini:

ki

EDI DAMANSYAH ¢ Bupati Kutai Kartanegarn, berkedudukan &i Jalan Wolter
Mongindisi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Keeamatan
Tanggarong, Kabupaten Kutai Kartanegar dalam hal ini
bertindak untuk dan atas numn Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegarn, untuk  selanjutngn  disebut PIHAK
KEBATU;

MITRA KERJABAMA DAERAH terdin dar :

iL

1.

TOMMY KRIBTANTO ¢ Kepaln Kejoksoan Negerd Kutad Kartanegoarn, berkedudukan
di Jdnlon Pesut, Kelurmhan Timbau, Keenmntan Tanggarong,
Knbupaten Kutai Kartnnegam  dolam bal ini bertindok
untuk dan atas nnmn Kejaksann Negerl Kutad Rartanegum,
untuk selanjutnyn disebut PIHAK KEDUA;

BITUMORANG, 8H, MH di Julun A Yani No 16 Tenggamong dilum hal ini bertindak

untuk don atas numa Pengadion Neged Tenggarong, untuk

selnnjutnyn disebut PIHAK KETIOA;
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BEN RONALD P ¢ Wakil Ketun Pengadilin Negerd Tengiarong, berkedudukan
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IV. AKDP IIARI ROBSENA, Kepaln Tolisi Resor Kutad Kortanegaen, Deckedudukan di
B.H., 8.1.K., M.BI Jnlan Wolter Monginsii K. 1, Kel. Thmbau Tenggarong,
dnlum il ing bertindok otk don atas mame Palise Besort
Kutni Koranegarn  untuk  selanjutnys  disehut - PIHAK

KEEMPAT;

V.  Dm. HJ. ISMIATI, M.8l : Kepaln Dadan Pendapatan Dacrah Provinsi Konlimantan
Timur, berkeduduknn i Jolan MT Haryono, Samarinda
dnlam hnl ini bertindnk untuk don otas nama Pemeriniah
Provinsi Kalimanian Timur untuk  selanjutnya disebul

PIHAK HELIMA.

PIHAK PERTAMA dan MITRA KERJASAMA DAERAH (erdird dari PIHAK KEDUA, KETIGA,

REEMPAT, KELIMA sccara bersama-sama discbut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan kelentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8% Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengelolann
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
191);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyvelengparaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
221);

5. Peraturan Pémerintah Nomor 28 Tahun 2018 tenlang kerja Sama Dacrah [Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoar 6219);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kera Siuna
Dacrah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Keliga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

7. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaman Mal Pelavanan
Publik (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

8. Peraturan Menter Pendayngunann Aparitur Negam dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesin’ nomor 93 Tahun 2021 tentang Standansasi Proses Bisnis Sckior P slyvanan
Strategis Terintegrasi (Beritn Negara Republik Indonesia Tahiun 2021 Nomor 1574);

g, Peratursn Bupati Kuind Kartanegam nomor 55 tentang Penyelengarnan Mal Pelavanan

Pulilik.
Berdasutknn hal-hal tersebut;, PARA PIHAK sepakat membunl Kesepakaton Dersama tentung

Lfesienst don elektifitus Peloyonon Masyarakol Melalol Penyelenpgaoan Mol Pelavanan Puliik o

Kabupaten Kutm Kotanegarn, deagan ketentuan sebagat berikag
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Pasal 1
MAXSUD DAN TUJUAN
Mnksud dari Kesepakatan Beraama inl adalah menjalin sinergisitas dalam meningkatkan
kemudahan, clisiensi, dan clcktifitas pengembangan pelnyanan kepada masyarakat dan
pemanfnntan sumber daya;
Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara PARA FIHAK dalam rangka
penyedinan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan;
b. memberiknn kemudahan akses pada satu lokasi serta percepalan proses pelayanam;
dan
c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
7

(8)

(1)

2)

(]

{4)

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK, yang diselenggarakan secama
mandir ataupun saling terkait;

Penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan pelayanan
bersih dan berintegritas;

Peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan sesusi standar pelayanan
yang berlaku;

Pemberian informasi terkait jenis layanan yang diberikan;

Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan
publilk;

Penyusunan Standart Operaional Pelayanan masing-masing MITRA HERJABAMA DAERAH.
Penyedinan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK; dan

Monitoring dan evaluasi PARA FIHAK terhadap pelaksanaan kerjasama,

Pasal 3
PELAHBANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjutl dengan penyusunan Standart Operasional
Prosedur (SOP) pada setiap bentuk pelayanan yang diberikan masing-masing MITRA
KERJABAMA DAERAH sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAX dnpal memberikan kewenangan kepadn
pejnbat/kepaln perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugns
pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pejubat sebagaimana dimaksud ayat [2) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyuaunan
SOP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

S0P sebagnimana dimaksud pada ayat (3) dintus mengacu pada bisnis penyelenggaman Mal

Pelayanan Publik yang meliputi:

1. Dasar hukum;

2. Persynratan;
3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
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4. Jangkn wakiu penyelesalan;

9. Binya/ tarif

6. Produk pelavannn;

7. Samnn, prasamnn dan/alau fmsiliing
8. Kompetensi pelaksann;

9. Pengawnsan intemal;

10. Penanganan pengaduan, samn dan mnsukan;
11, jumlah pelaksann;

12. jaminan pelnyanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan scsuni dengan
sinndar pelayanan;

13. jaminan keamanan dan kesclamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan msa aman, bebas dad bahaya dan risiko keraguraguan; dan
14, evalunsi kinerja pelaksana,
{3) Pelaksanaan operasional jenis pelayanan yang dilaksanakan MITRA KERJABAMA DAERAH
di Mal Pelayanan Publik dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan jenis layanan
yang signifikan dan paling dibutuhkan masyarakat.

Pasal 4
PEMBIAYAAN
(1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama scbagnimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan
kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tdak mengikat serta
berpedoman dengan ketersediaan kemampuan keuangan daerah;
(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA
PIHAK scsuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGHA WAKTU

{1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama S {lima) tahun scjak tanggal ditandatangani
dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

{2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersamg
sebagaimana dimnksud pada ayat (1), harus memberilahukan kepada PIHAK lainnya paling
lambat 3 (liga) bulan sebelumnya,

{3) Pergantian Kepaln Drerah danfatau Pimpinan Lembaga tidnk mempengarubi pelaksanann
kerjnsama ini, pelaksanann kerjnsama tetap dilnksanakan sampai dengan Kesepakatan
Dersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlnku

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUABI
(1) PARA PIHAK melokukan pemantaunn dion evaluasi ntas peluksanann Pegonjinn ind setinp 6
{enam) Lulan sekall.
{2) Hasil Monitoring dun evalunsi sebagaimann dimuksud pada ayat (1) di atns merupakan
masukan gunn mencapid hasil kinera yang optimal bagi PARA PIHAK,

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(3} Monftoring dan evalunsl dord pelaksanann Kesepakatan Hersami ini dapat dilakukan
bersamn-snmn oleh PARA PIHAK mnupun masing-mnsing sesunl dengan kebutuhan din
tujunn kerjasamn.

Pasal 7
KERAHABIAAN

{1} PARA PIHAK bertanggung jnwab atas pemnnfantan, kernhaslann dan keamanan data.

(2) PARA PIHAK hanyn dapal memanfanikan data dan/oatau informasi sesuni tugsas dan
wewenang PARA PIHAK scrta maksud dan tujuan sebagaimana diletapkan dalam Perjanjian
ini.

[3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk
melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi
mhasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.

{4) Ketentuan kerahasiman ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah
berakhir.

Pasal 10
HEADAAN HAHAR

{1} PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam
melaksanakan kewsajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar
kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu
PIHAK atau PARA PIHAK, yang sclanjutnya dalam Perjanjian Ini disebut Keadaan Kahar,

{2) Keadaan kabar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan
pertavran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan
dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara
tertulis selambat-lambatnya dalam wakiu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;

{4) Secgala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan
kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
{1} Apabila dikemudian har timbul permasalahan dalam perbedaan penafsian  dan
pelaksansan Kesepakatan Bersama ini antara PARA PIHAK pkan diselesaikan secam
musyawarah untuk mufakat
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
makn nkan diselesaikan sesuni dengan ketentunn pernturan perundang-undangan.

Pasal 12
ADENDUM
Hal-hal yang belum dintur dalam Kesepakatan Bersamn ini akan dintur dan ditetapkan
berdasarkan kesepakatnn PARA PIHAK yang nkan dituangkan secam tertulis dalam kesepakatan
tnmbahan [ndendum) yang merupnkan satu kesatuan dan menjadi baginn tidak terpisalikan dan
Kesepakatan Bersamn ini.
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Pasal 13

PFENUTUP
Demikinn Kesepakatan Bersama ind dibuat dan ditandatangnnl oleh PARA PIHAK dolam rangkap
1 (satu) asli, bermeterni cuknp yang masing masing mendapatkan duplikat copy dan mempunyal
kekuatan hukum yang samn bagi masing-masing PTHAK,
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